PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dan bertambahnya jenis pelayanan di Pusat Kesehatan
Masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 23);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 26 );

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 23);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dan Pasal 4 BAB II Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Balai Pengobatan yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelayanan Rawat Jalan;
Pelayanan Rawat Inap;

Pelayanan Gawat Darurat;

o

Klinik Saintifikasi Jamu

Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal,
Tindakan Medis;

Tindakan Gigi dan Mulut;

L

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;

[

Pelayanan Fisioterapi;

j. Pelayanan Akupresur;

k. Pelayanan Ambulance;

1.  Visum et Repertum;

m. Konsultasi Kesehatan;dan
n. Pemeriksaan Kesehatan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
atau menikmati pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD,
Balai Pengobatan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
kecuali peserta Jaminan Kesehatan Nasional.



. Ketentuan Pasal 8 BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya
penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan.

(3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana
dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi untuk pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT),
korban kekerasan, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), penghuni panti sosial,
korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB), penderita Kejadian Ikutan
Paska Imunisasi (KIPI) serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan
Kesehatan Nasional dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.

(2) Pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), korban kekerasan, orang
dengan HIV-AIDS (ODHA), penghuni panti sosial, korban bencana dan
kejadian luar biasa (KLB), penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional maka
pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XV

PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 22

(1) Pengelolaan dari penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta
pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2016)



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

L. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien, pengendalian biaya kesehatan yang
terjangkau, pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat
untuk hidup sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan bertambahnya jenis
pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka meningkatkan
pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya maka
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung perlu
disesuaikan.

Oleh karena itu guna memberikan pedoman dan arah bagi
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 61



LAMPIRAN : PERATURAN
TEMANGGUNG

DAERAH

KABUPATEN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30

TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF
No JENIS PELAYANAN BESARNYA TARIF (Rp)
L. Rawat Jalan 5.000,-
II. | Pelayanan Gawat Darurat 25.000,-
III. | Rawat Inap
Kelas I 120.000,- / hari
Kelas II 110.000,- / hari
Kelas III 100.000,- / hari
IV. | Klinik Saintifikasi Jamu 30.000,-
V. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan
Neonatal
1. Pemeriksaan ANC 5.000,-
2. Persalinan pervaginam normal 600.000,-
3. Ererf:zier;as? d};:arrvaginam dengan tindakan 750.000,-
4. Penanganan perdarahan paska keguguran 750.000,-
5. Pemeriksaan PNC / Neonatus 5.000,-
6. Pelayanan tindakan paska persalinan 175.000,-
7. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi 125.000.-
kebidanan dan neonatal ' ’
8. Pelayanan KB / Pemasangan
~ IUD / Implant 100.000,-
~ Suntik 15.000,-
9. ggilsa;rllﬁlaar;an komplikasi KB paska 125.000.-
10. Biaya Perawatan Bayi ( yang dilahirkan
di Puskesmas ) 50% x tarip rawat
inap
VI. | Tindakan Medis
1. Bedah Minor .
a. Bedah Minor Ringan 100.000,-




b. Bedah Minor Sedang 200.000,-
2. Perawatan Luka

a. Ringan 10.000,-

b. Sedang 15.000,-

3. Tindakan jahitan luka

a. Jahitan Pertama

masuk paket pelayanan

gawat darurat

b. Jahitan Kedua dan seterusnya

3.000 / jahitan

c. Angkat Jahitan

1.000 / jahitan

4. Incisi Abces 50.000,-
5. Pencabutan Kuku 25.000,-
6. Khitan
a. Normal 200.000.-
b. Penyulit 300.000.-
7. Reposisi Tulang dan Dislokasi 50.000.-
8. Tindik 5.000.- / lobang
9. Pasang infus 10.000.-
10. Pasang Sonde Lambung 25.000.-
11. Pasang Volley Kateter 15.000.-
12. Pasang Kondom Kateter 5.000.-
13. Lavement Tinggi 20.000.-
14.Irigasi Vagina 20.000.-
15. Pengambilan Benda Asing 20.000.-
16. Pengambilan Serumen 5.000.-
17.Irigasi Telinga 5.000.-
18. Resusitasi Jantung dan Paru 40.000.-
19. Nebulizer 40.000.-
20. Bongkar Gips 30.000.-
21.Bongkar Susuk KB 60.000.-
22.Tubektomi / Vasektomi 150.000.-
23. Curetase 250.000.-
24. Pelepasan IUD 25.000.-
25.Injeksi ABU 75.000.-
26.Injeksi ATS 50.000.-

VIIL.

Tindakan Gigi dan Mulut

A.Tindakan sederhana

1. Pengobatan Radang/Pulpitis

Hanya ditarik biaya
rawat jalan

2. Tumpatan sementara

10.000.-

3. Pengobatan/perawatan gangren

10.000.-




4. Pencabutan Gigi Susu 5.000.-
B.Tindakan Kecil
1. Pembersihan karang gigi satu regio 10.000.-
2. Incisi abces 50.000.-
3. Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi
a. Fuji 50.000.-
b. Light curing 70.000.-
4. Pencabutan gigi tetap 15.000.-
S. Curetase gigi 15.000.-
C. Tindakan Sedang
1. izrrf;hli{i‘;?n gigi tetap dengan 50.000 -
2. Reposisi Mandibula 50.000.-
VIII. | Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
1. Hemoglobin (Hb) 10.000,-
2. Laju Endap Darah (LED) 10.000,-
3. Waktu Perdarahan (CT) 10.000,-
4. Waktu Pembekuan (BT) 10.000,-
5. Hematokrit 10.000,-
6. Golongan Darah 10.000,-
7. Lecosit 10.000,-
8. Eritrosit 10.000,-
9. Trombosit 10.000,-
10. Reticulosit 20.000,-
11. Gambaran darah tepi 20.000,-
12. Darah Lengkap 50.000,-
13. Urine Lengkap 25.000,-
14. Tes kehamilan 10.000,-
15. Pemeriksaan tinja 10.000,-
16. Pemeriksaan protein urine ( Esbach ) 10.000,-
17. Widal ( Tipus ) 20.000,-
18. Malaria 0
19. Sekret Kelamin 20.000,-
20. Pemeriksaan dahak TBC 0
21. Gula darah Stick 10.000,-
22. Kolesterol Stick 20.000,-
23. High /Low Density Lipoprotein (HDL/LDL) 15.000,-
24. Ureum 10.000,-
25. Creatinin 15.000,-
26. Asam Urat 15.000,-




27. Bilirubin Total 15.000,-
28. Bilirubin direct/indirect 15.000,-
29. Total Protein 15.000,-
30. Albumin / Globulin 15.000,-
31. SGOT 15.000;,-
32. SGPT 15.000,-
33. Alkali phosphatase 15.000,-
34. Trigliserid Stick 25.000,-
35. HBSAg Stick 20.000,-
36. EKG 30.000,-
37. Smokerlyzer 10.000,-
38. Spirometri 10.000,-
39. Skin Test 3.000,-
40. Test Narkoba 5.000,-
IX. | Pelayanan Fisioterapi
1. Infra Red 10.000,-
2. Vibrator 10.000,-
3. Electrical Stimulasi 20.000,-
4. Ultrasonic Therapy 15.000,-
5. Diathermi 25.000,-
6. Traksi 25.000,-
7. Exercise Therapy Manual 12.500,-
8. Exercise Therapy dengan alat 10.000,-
9. Kursi Massage 7.500,- / 10 menit
X. | Pelayanan Akupresur 20.000
XI. | Pelayanan Ambulance

1.

BBM

Jarak 0 s/d 20 Km

Seharga 5 liter BBM

Jarak 21 s/d 40 Km

Seharga 6 liter BBM

Jarak 41 s/d 60 Km

Seharga 8 liter BBM

Jarak 61 s/d 80 Km

Seharga 10 liter BBM

Jarak > 80 Km

Seharga 10 liter BBM
ditambah 1 liter BBM

setiap 5 Km

2. Jasa pengemudi :
a. 0s/d 10 Km 25.000,-
b. 11 s/d 20 Km 35.000,-
c. 21s/d 30 Km 45.000,-
d. 31s/d 40 Km 55.000,-

e. >40 Km

75.000,-




3. Jasa paramedis pendamping

a. O0s/d 10 Km 20.000,-
b. 11 s/d 20 Km 30.000,-
c. 21 s/d 30 Km 40.000,-
d. 31s/d40 Km 50.000,-
e. >40 Km 70.000,-

Pengantaran Jenazah

1. BBM

Jarak 0 s/d 20 Km

Seharga 5 liter BBM

Jarak 21 s/d 40 Km

Seharga 6 liter BBM

Jarak 41 s/d 60 Km

Seharga 8 liter BBM

Jarak 61 s/d 80 Km

Seharga 10 liter BBM

Jarak > 80 Km

Seharga 10 liter BBM
ditambah 1 liter BBM

setiap 5 Km
2. Jasa pengemudi :
a. O0s/d 10 Km 25.000,-
b. 11 s/d 20 Km 35.000,-
c. 21 s/d 30 Km 45.000,-
d. 31s/d40 Km 55.000,-
e. > 40 Km 75.000,-
XII. | Visum et Repertum
1. Jasa pelayanan visum luar hidup 20.000
2. Jasa pelayanan visum luar mati 50.000
3. Jasa pelayanan visum luar hidup diluar 50.000
jam kerja
4. Jasa pelayanan visum luar mati diluar jam 80.000
kerja
5. Jasa pelayanan visum di TKP 70.000
XIII. | Konsultasi Kesehatan
1. Diet ( Gizi) 2.500
2. Higiene Sanitasi 2.500
3. Kesehatan Remaja 2.500
4. Kesehatan Reproduksi 2.500
5. Kesehatan Lansia 2.500
6. Pembacaan hasil EKG 6.000
7. Pembacaan hasil foto rontgent 10.000
XIV. | Pemeriksaan Kesehatan
1. Surat Keterangan Sehat
a. Keperluan sekolah 5.000
b. Keperluan melamar pekerjaan 6.000




c. Keperluan asuransi/orang 20.000
d. Keperluan Calon haji/orang 20.000
e. Keperluan Calon Pengantin/orang 10.000
2. Surat Keterangan lahir 6.000
3. Surat Keterangan cuti hamil dan 0
melahirkan
4. Surat keterangan sakit 5.000

BUPATI TEMANGGUNG,

tdd
M. BAMBANG SUKARNO




